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Yth.  1. Panitera Mahkamah Agung RI 
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia 
 
di  tempat 

 
 
Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum 

dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan 
menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi 
Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 
s.d. 11 Juli 2026 dengan peserta sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang. Kegiatan 
pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning yang dibagi menjadi 2 (dua) 
tahapan sebagai berikut: 

 
- Tahap I (Mandiri e-Learning) : 22 s.d. 26 Juni 2026 
- Tahap II (Penyampaian materi secara klasikal) : 29 Juni s.d. 11 Juli 2026  

 
Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk 

menugaskan para peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran I untuk 
mengikuti pelatihan dimaksud. Untuk kepentingan pembelajaran dan administrasi agar 
peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Melakukan registrasi melalui link https://laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id 

baik bagi peserta yang bersedia maupun yang tidak bersedia mengikuti 
pelatihan. Pada saat melakukan registrasi online peserta yang bersedia 
mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar 
belakang merah). Apabila hingga tanggal 19 Juni 2026 tidak melakukan 
registrasi online, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia 
mengikuti Pelatihan. Panduan registrasi online dapat diakses melalui link 
https://bit.ly/panduanerapid  
 

2. Penunjukan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan 
analisis kebutuhan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 
Agung RI. 
 

3. Bagi peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib bergabung ke dalam grup 
whatsapp peserta dengan menggunakan smartphone masing-masing peserta 
melalui link s.id/wasertiniaga2026  

 
4. Pada... 
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4. Pada saat kegiatan pelatihan tahap I, seluruh peserta wajib mengakses e-

Learning Mahkamah Agung melalui link elearning.mahkamahagung.go.id.  
 
5. Seluruh peserta diwajibkan untuk mempunyai akun SSO (Single Sign On)/ 

SIMARI Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk login website e-Learning 
Mahkamah Agung. Akun SSO/SIMARI dapat diakses melalui link berikut 
simari.mahkamahagung.go.id  

 
6. Peserta yang tidak mengikuti pelatihan tahap I tidak diperkenankan 

melanjutkan/mengikuti pelatihan tahap II dan akan dilaporkan ke Badan 
Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Umum Mahkamah Agung RI. 

 
7. Waktu dan tempat kegiatan tahap II: 

- Check-in : Minggu, 28 Juni 2026 Pukul 14.00 – 18.00 WIB 
- Pembukaan : Senin, 29 Juni 2026 Pukul 08.30 – 09.15 WIB 
- Penutupan : Jumat, 10 Juli 2026 Pukul 15.30 – 16.30 WIB 
- Check-out : Sabtu, 11 Juli 2026 Pukul 08.00 – 12.00 WIB 
- Tempat : Pusdiklat Mahkamah Agung RI  

    Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju,  
    Megamendung, Bogor – Jawa Barat 

 
8. Pakaian peserta selama pelatihan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

- Pria: celana panjang warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, dan 
berdasi warna gelap. 

- Wanita: rok warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, bagi yang 
berhijab memakai rok panjang warna hitam dan kerudung warna putih. 

- Untuk pembukaan dan penutupan mengenakan PSL (Pakaian Sipil 
Lengkap). 

- Khusus kegiatan atau sesi pembelajaran malam menggunakan pakaian 
batik lengan panjang. 

- Untuk makan malam memakai pakaian bebas rapi 
 
9. Peserta kegiatan diwajibkan membawa alat dan menyerahkan berkas sebagai 

berikut: 
- Surat tugas yang menyatakan dibebastugaskan dari tugas kantor selama 

mengikuti kegiatan. 
- Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas dengan tanggal 

2 hari menjelang pembelajaran Tahap II (klasikal) di Pusdiklat Mahkamah 
Agung RI, Megamendung - Bogor. 

- Laptop (Sistem Operasi minimal Windows 7, prosesor intel core i3, dan 
memori RAM 4 GB) untuk digunakan saat mengisi kuis. 

- Buku yang berkaitan dengan materi pelatihan. 
- Kartu Askes/BPJS/asuransi kesehatan lainnya. 
- Obat-obatan yang biasa dikonsumsi. 
- Tumbler/botol minum. 
- Jaket/sweater/pakaian hangat, payung.  

 
 

10. Penggantian... 
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10. Penggantian uang transportasi kegiatan diberikan kepada peserta dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Biaya transportasi yang akan diganti oleh Panitia Penyelenggara pergi-
pulang dari satker asal/kantor ke bandara/terminal/stasiun/ pelabuhan 
daerah asal dengan tidak melebihi ketentuan berdasarkan Peraturan 
Menteri keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2026. 

b. Apabila peserta menyerahkan bukti dokumen perjalanan dinas melebihi 
dari standar biaya masukan Tahun Anggaran 2026 maka Panitia 
penyelenggara akan mengganti sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. At cost biaya perjalanan dinas terlampir di Peraturan Menteri Keuangan RI 
Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 
2026 di halaman 62 s.d 68. 

d. Peserta wajib menyerahkan bukti perjalanan/pembayaran yang sah, 
seperti: tiket pesawat ekonomi (pergi-pulang) yang mencantumkan harga, 
boarding pass, karcis bis/kereta api (maksimal kelas eksekutif), kWIBnsi 
taksi, taksi online (Grab, Gojek, Uber, Maxim dll), yang semuanya dalam 
bentuk print out (dicetak) sebagai dasar penggantian biaya perjalanan. Bagi 
peserta yang melampirkan bukti perjalanan berupa struk/nota bahan bakar 
minyak (BBM) tidak dapat diganti biayanya oleh panitia penyelenggara. 

e. Apabila peserta tidak menyerahkan bukti perjalanan (tiket ekonomi pergi-
pulang dan boarding pass) dan bukti transportasi lainnya maka panitia tidak 
dapat memberikan penggantian biaya transportasi peserta. 

f. Peserta wajib memakai transportasi publik yang berbadan hukum jelas dan 
dapat mengeluarkan tiket/karcis dalam bentuk print out (dicetak) berikut 
nominalnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

g. Penggantian biaya transportasi peserta hanya dapat diberikan apabila 
peserta berangkat dan kembali dari dan ke tempat tugas (perjalanan yang 
langsung menuju ke tempat pelatihan dari dan ke tempat tugas). 

h. Tiket atau bukti perjalanan lainnya oleh peserta dari tempat tugas ke 
Pusdiklat Teknis MA RI/tempat penyelenggaraan kegiatan atau sebaliknya 
yang dapat diganti adalah maksimal 2 (dua) hari kalender sebelum 
pelaksanaan kegiatan (check-in) dan 2 (dua) hari kalender setelah 
pelaksanaan kegiatan pelatihan (check-out). 

i. Apabila pada saat dilakukan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI 
atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdapat temuan 
ketidaksesuaian nominal dalam Dokumen perjalanan Peserta, maka 
kerugian yang timbul akan ditanggung oleh masing – masing peserta 
melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
RI atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

j. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung panitia penyelenggara 
yang diambil dari Anggaran DIPA Badan Strategi Kebijakan dan Diklat 
Kumdil MA RI Tahun Anggaran 2026. 

k. Untuk keterangan khusus terkait mekanisme penggantian biaya perjalanan 
dinas dapat menghubungi Saudara Dede Sukma Wijaya, S.H. – 0812 9260 
1430. 
 

11. Badan... 
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11. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan c.q. Pusdiklat 
Teknis Peradilan dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian 
dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga. Apabila 
terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan 
melalui sistem pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung RI, 
http://siwas.mahkamahagung.go.id. 
 

12. Berdasarkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI 
Nomor: 57/Tuaka Bin/M/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Revitalisasi 
Penyelenggaraan Diklat pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 
RI (yang sekarang berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan, Diklat 
Hukum dan Peradilan), butir E mengenai Pengenaan Tindakan atas 
Ketidakpatuhan dijelaskan bahwa jika terdapat Hakim dan Aparatur Peradilan 
yang masih menolak mengikuti Diklat tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang 
demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi 
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009) butir ke 
10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan 
untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta 
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Di mana jika tidak 
bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan 
untuk melampirkan pernyataan bukti tidak bersedia dengan melampirkan 
alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Badan Strategi Kebijakan, 
Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang selanjutnya akan 
diteruskan kepada Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI serta 
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

 
Untuk keterangan lebih lanjut dan ketidakhadiran peserta dapat menghubungi: 
- Imanuella Lesilolo : 0852 8117 4994 
- Fani Yunata : 0812 5490 1657 
- Deden Supriatna : 0878 8589 9235 (Petugas Kelas A) 
- Suci Juniarti : 0821 2238 9197 (Petugas Kelas A) 
- Lembang Gautama : 0812 8599 1258 (Petugas Kelas B) 
- Rocky William : 0812 9565 1626 (Petugas Kelas B) 

 
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

  
 
 
 
 
 
 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; 
2. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI; 
3. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI; 
4. Ketua Pengadilan Negeri terkait; 
5. Bendahara Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI; 
6. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI. 
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LAMPIRAN I 
Surat Pemanggilan Peserta 
Nomor :843/BSDK/DL1.6/VI/2026 
Tanggal : 15  Juni 2026 

 
DAFTAR NAMA PESERTA  

PELATIHAN SERTIFIKASI NIAGA BIDANG KEPAILITAN DAN PKPU 
BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA 

TAHUN 2026 
 

Mandiri e-Learning, 22 s.d. 26 Juni 2026 
Megamendung, 29 Juni s.d. 11 Juli 2026 

 
NO NAMA NIP SATUAN KERJA 

MAHKAMAH AGUNG RI 

1. Anna Yulina, S.H., M.H. 197707302001122002 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

2. Ari Gunawan, S.H., M.H. 197708172002121006 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

3. Hastuti, S.H., M.H. 197512072002122002 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

4. Prayogi Widodo, S.H., M.H. 198306042007041001 Kepaniteraan MA RI 

5. Rechtika Dianita, S.H., M.H. 198609152009042003 Kepaniteraan MA RI 

6. Andhika Perdana, S.H., M.H. 198506082008051001 Kepaniteraan MA RI 

7. 
Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., 

M.H. 
198703032009121002 Kepaniteraan MA RI 

8. Selo Tantular, S.H., M.H. 198505042008051001 Kepaniteraan MA RI 

9. Dr. Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. 198605212009042010 Kepaniteraan MA RI 

PT BANDA ACEH 

10. Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H. 197601071997031005 PN Banda Aceh 

PT MEDAN 

11. Eliyurita, S.H., M.H. 196910061999032001 PN Medan 

12. 
Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., 

M.H. 
197511172001121003 PN Medan 

13. Risbarita Simarangkir, S.H., M.H. 197711212001122001 PN Medan 

14. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. 197909052003121001 PN Sei Rampah 

15. Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H. 197704302001122003 PN Stabat 

PT KEPULAUAN RIAU 

16. Muhammad Eri Justiansyah, S.H. 197607122000031003 PN Batam 

17. Ali Sobirin, S.H., M.H. 197707212001121003 PN Tanjung Pinang 

PT JAMBI 

18. Maslikan, S.H., M.H. 197010041991031004 PN Jambi 

PT PALEMBANG 

19. Elvin Adrian, S.H., M.H. 197901112002121004 PN Baturaja 

20. 
Franciska Yudith Ichwandani, S.H., 

M.H. 
198010082006042001 PN Pagar Alam 

PT BANTEN 

21. Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. 198204252006041002 PN Rangkasbitung 

22. Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. 197709302001122002 PN Serang 
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NO NAMA NIP SATUAN KERJA 

23. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. 197403121999031007 PN Tangerang 

PT BANTEN 

24. Tri Riswanti, S.H., M.Hum. 197102221996032001 PN Jakarta Pusat 

25. Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. 197712232002122004 PN Jakarta Pusat 

26. Yamti Agustina, S.H. 197608292001122002 PN Jakarta Pusat 

27. I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. 197112051996032002 PN Jakarta Selatan 

28. Lely Triantini, S.H., M.H. 198001162003122001 PN Jakarta Selatan 

PT BANDUNG 

29. Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. 197604182001121005 PN Bale Bandung 

30. Gandung, S.H., M.Hum. 197211031994031002 PN Bandung 

31. Rios Rahmanto, S.H., M.H. 197402112000031003 PN Cibinong 

32. Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. 197802152001121002 PN Depok 

33. Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. 198702222009041002 PN Indramayu 

34. Adrian Anju Purba, S.H., LL.M. 198610312009121001 PN Indramayu 

35. 
Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., 

M.H. 
198801132009121002 PN Karawang 

36. Panji Answinartha, S.H., M.H. 198506102009041009 PN Karawang 

37. 
Rahmad Hidayat Batubara S.T., S.H., 

M.H. 
197412312009121003 PN Karawang 

38. Wahyu Widodo, S.H., M.H. 197703072001121001 PN Purwakarta 

39. Zoya Haspita, S.H., M.H. 198007142002122003 PN Purwakarta 

40. 
Khoiruman Pandu Kesuma Harahap 

S.H, M.H. 
197508161999031003 PN Tasikmalaya 

41. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. 197907012001122001 PN Bekasi 

PT SEMARANG 

42. Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. 197906112006041003 PN Banyumas 

43. Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. 196712301996031001 PN Cilacap 

44. Lia Puji Astuti, S.H., M.H. 197911182009122003 PN Mungkid 

45. Agung Iriawan, S.H., M.H. 198010052002121004 PN Semarang 

46. Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H. 198001022002121002 PN Semarang 

47. Heri Kurniawan, S.H., M.H. 197208311994031002 PN Semarang 

48. 
Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., 

M.Hum. 
197512122000031002 PN Semarang 

49. Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D. 197912032002121005 PN Sukoharjo 

PT YOGYAKARTA 

50. Melinda Aritonang, S.H. 197809112001122002 PN Yogyakarta 

PT SURABAYA 

51. Muhammad Hibrian, S.H. 197809142003121002 PN Gresik 

52. Ardiani, S.H. 197805202002122005 PN Surabaya 

53. Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. 197107211999032003 PN Surabaya 

54. I Made Yuliada, S.H., M.H. 197112312000031009 PN Surabaya 

55. Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. 197209142006042001 PN Surabaya 

56. Ira Wati, S.H.MKn. 197909222003122001 PN Surabaya 

57. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. 197905272003122001 PN Surabaya 

58. Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. 197803122002121002 PN Surabaya 

59. Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. 198207022003122002 PN Surabaya 

60. Purnomo Hadiyarto, S.H. 197504251999031004 PN Surabaya 
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NO NAMA NIP SATUAN KERJA 

61. Sarlota Marselina Suek, S.H. 197109091999032002 PN Surabaya 

62. Wiyanto, S.H., M.H. 196909041992031005 PN Surabaya 

PT BANJARMASIN 

63. Anisah Shofiawati, S.H., M.H. 197502242002122001 PN Banjarbaru 

64. Depa  Indah, S.H., M.H. 198401292006042002 PN Banjarmasin 

65. Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. 197707052002121007 PN Pelaihari 

PT PALANGKARAYA 

66. Benny Octavianus, S.H., M.H. 197410122000031001 PN Sampit 

PT SAMARINDA 

67. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. 197907282001121002 PN Balikpapan 

68. Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. 197504032000031003 PN Samarinda 

PT KALIMANTAN UTARA 

69. Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H. 198006212003121001 PN Tanjung Selor 

70. Dr. Damenta Alexander, S.H., M.Hum. 197711152001121002 PN Tarakan 

PT MAKASSAR 

71. Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. 197604182001122002 PN Makassar 

72. Fitriah Ade Maya, S.H. 197609292001122003 PN Makassar 

73. Haklainul Dunggio, S.H., M.H. 197901022003121001 PN Makassar 

74. Jifly Z. Adam, S.H., M.H. 197607162001121002 PN Makassar 

75. Zulkarnaen, S.H. 197509112000121003 PN Makassar 

PT SULAWESI BARAT 

76. 
R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., 

M.Hum. 
197305022000031002 PN Mamuju 

PT DENPASAR 

77. Putu Endru Sonata, S.H., M.H. 197704162000121001 PN Gianyar 

PT MATARAM 

78. Alfian, S.H. 197505212000121001 PN Raba Bima 

PT KUPANG 

79. Yunius Manoppo, S.H., M.H. 197806012003121002 PN Atambua 

PT PAPUA BARAT 

80. 
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., 

M.H. 
197501272000031002 PN Manokwari 

81. Helmin Somalay, S.H., M.H. 197810082001122002 PN Sorong 
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DAFTAR PEMBAGIAN KELAS 
PELATIHAN SERTIFIKASI NIAGA BIDANG KEPAILITAN DAN PKPU 

BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA 
TAHUN 2026 

 
Kelas A 
Tim Kerja 
- Deden Supriatna (0878 8589 9235) 
- Suci Juniarti (0821 2238 9197) 
 
NO. NAMA NIP SATKER 

1. Alfian, S.H. 197505212000121001 PN Raba Bima 

2. Ali Sobirin, S.H., M.H. 197707212001121003 PN Tanjung Pinang 

3. 
Anak Agung Niko Brama Putra, 

S.H., M.H. 
198703032009121002 Kepaniteraan MA RI 

4. Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. 197906112006041003 PN banyumas 

5. Anna Yulina, S.H., M.H. 197707302001122002 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

6. Ardiani, S.H. 197805202002122005 PN Surabaya 

7. Benny Octavianus, S.H., M.H. 197410122000031001 PN Sampit 

8. Depa  Indah, S.H., M.H. 198401292006042002 PN Banjarmasin 

9. Dr. Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. 198605212009042010 Kepaniteraan MA RI 

10. 
Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, 

S.H., M.H. 
198801132009121002 PN Karawang 

11. 
Dr. Damenta Alexander, S.H., 

M.Hum. 
197711152001121002 PN Tarakan 

12. Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. 197907012001122001 PN Bekasi 

13. 
Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., 

M.H. 
198001022002121002 PN Semarang 

14. Eliyurita, S.H., M.H. 196910061999032001 PN Medan 

15. Elvin Adrian, S.H., M.H. 197901112002121004 PN Baturaja 

16. Fitriah Ade Maya, S.H. 197609292001122003 PN Makassar 

17. Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. 198702222009041002 PN Indramayu 

18. Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. 197604182001121005 PN Bale Bandung 

19. 
Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., 

M.Hum. 
197512122000031002 PN Semarang 

20. Hastuti, S.H., M.H. 197512072002122002 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

21. I Made Yuliada, S.H., M.H. 197112312000031009 PN Surabaya 

22. Ira Wati, S.H.MKn. 197909222003122001 PN Surabaya 

23. Jifly Z. Adam, S.H., M.H. 197607162001121002 PN Makassar 

24. Lely Triantini, S.H., M.H. 198001162003122001 PN Jakarta Selatan 

25. Lia Puji Astuti, S.H., M.H. 197911182009122003 PN Mungkid 

26. Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H. 197704302001122003 PN Stabat 

27. 
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., 

M.H. 
197501272000031002 PN Manokwari 

28. Melinda Aritonang, S.H. 197809112001122002 PN Yogyakarta 

29. Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. 197803122002121002 PN Surabaya 

30. Purnomo Hadiyarto, S.H. 197504251999031004 PN Surabaya 
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NO. NAMA NIP SATKER 

31. 
R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., 

M.Hum. 
197305022000031002 PN Mamuju 

32. Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. 197504032000031003 PN Samarinda 

33. 
Rahmad Hidayat Batubara S.T., 

S.H., M.H. 
197412312009121003 PN Karawang 

34. Rechtika Dianita, S.H., M.H. 198609152009042003 Kepaniteraan MA RI 

35. Rios Rahmanto, S.H., M.H. 197402112000031003 PN Cibinong 

36. Risbarita Simarangkir, S.H., M.H. 197711212001122001 PN Medan 

37. Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. 197709302001122002 PN Serang 

38. Tri Riswanti, S.H., M.Hum. 197102221996032001 PN Jakarta Pusat 

39. Wiyanto, S.H., M.H. 196909041992031005 PN Surabaya 

40. Yamti Agustina, S.H. 197608292001122002 PN Jakarta Pusat 

41. Zoya Haspita, S.H., M.H. 198007142002122003 PN Purwakarta 

 
 
Kelas B 
Tim Kerja 
- Lembang Gautama (0812 8599 1258) 
- Rocky William (0812 9565 1626) 

 
NO. NAMA NIP SATKER 

1. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. 197907282001121002 PN Balikpapan 

2. Adrian Anju Purba, S.H., LL.M. 198610312009121001 PN Indramayu 

3. Agung Iriawan, S.H., M.H. 198010052002121004 PN Semarang 

4. Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. 196712301996031001 PN Cilacap 

5. Andhika Perdana, S.H., M.H. 198506082008051001 Kepaniteraan MA RI 

6. Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. 197604182001122002 PN Makassar 

7. Anisah Shofiawati, S.H., M.H. 197502242002122001 PN Banjarbaru 

8. Ari Gunawan, S.H., M.H. 197708172002121006 
Badan Strajak Diklat 

Kumdil MA RI 

9. Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. 197107211999032003 PN Surabaya 

10. Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. 197403121999031007 PN Tangerang 

11. Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H. 197601071997031005 PN Banda Aceh 

12. Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D. 197912032002121005 PN Sukoharjo 

13. Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. 198204252006041002 PN Rangkasbitung 

14. 
Franciska Yudith Ichwandani, S.H., 

M.H. 
198010082006042001 PN Pagar Alam 

15. Gandung, S.H., M.Hum. 197211031994031002 PN Bandung 

16. Haklainul Dunggio, S.H., M.H. 197901022003121001 PN Makassar 

17. Helmin Somalay, S.H., M.H. 197810082001122002 PN Sorong 

18. Heri Kurniawan, S.H., M.H. 197208311994031002 PN Semarang 

19. I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. 197112051996032002 PN Jakarta Selatan 

20. Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. 197209142006042001 PN Surabaya 

21. Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H. 198006212003121001 PN Tanjung Selor 

22. 
Khoiruman Pandu Kesuma Harahap 

S.H, M.H. 
197508161999031003 PN Tasikmalaya 

23. 
Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., 

M.H. 
197511172001121003 PN Medan 
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24. Maslikan, S.H., M.H. 197010041991031004 PN Jambi 

25. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. 197905272003122001 PN Surabaya 

26. 
Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., 

M.H. 
197802152001121002 PN Depok 

27. Muhammad Eri Justiansyah, S.H. 197607122000031003 PN Batam 

28. Muhammad Hibrian, S.H. 197809142003121002 PN Gresik 

29. 
Muhammad Sacral Ritonga, S.H., 

M.H. 
197909052003121001 PN Sei Rampah 

30. 
Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., 

M.H. 
197707052002121007 PN Pelaihari 

31. Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. 198207022003122002 PN Surabaya 

32. Panji Answinartha, S.H., M.H. 198506102009041009 PN Karawang 

33. Prayogi Widodo, S.H., M.H. 198306042007041001 Kepaniteraan MA RI 

34. Putu Endru Sonata, S.H., M.H. 197704162000121001 PN Gianyar 

35. Sarlota Marselina Suek, S.H. 197109091999032002 PN Surabaya 

36. Selo Tantular, S.H., M.H. 198505042008051001 Kepaniteraan MA RI 

37. Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. 197712232002122004 PN Jakarta Pusat 

38. Wahyu Widodo, S.H., M.H. 197703072001121001 PN Purwakarta 

39. Yunius Manoppo, S.H., M.H. 197806012003121002 PN Atambua 

40. Zulkarnaen, S.H. 197509112000121003 PN Makassar 
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LAMPIRAN II 
Surat Pemanggilan Peserta 
Nomor : 843/BSDK/DL1.6/VI/2026 
Tanggal :   15 Juni 2026 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

 
Nama : .............................................................................. 
 
NIP : .............................................................................. 
 
Jabatan : .............................................................................. 
 
Unit Kerja : .............................................................................. 
 

 
menyatakan tidak bersedia mengikuti Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan 
dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia 
dengan alasan: 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Mengetahui, 
Ketua Pengadilan …...……………… 

 
 
 
 
 

.......................................... 

       
.............................., 2026 

 
 
 
 
 

......................................... 
      

Tembusan:  

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 
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LAMPIRAN III 
Surat Pemanggilan Peserta 
Nomor :        /BSDK/DL1.6/VI/2026 
Tanggal :        Juni 2026 

 
 

JADWAL KEGIATAN 
PELATIHAN SERTIFIKASI NIAGA BIDANG KEPAILITAN DAN PKPU 

BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA PERADILAN UMUM  
SELURUH INDONESIA 

 

Belajar Mandiri, 22 s.d. 26 Juni 2026 
Megamendung, 29 Juni s.d. 11 Juli 2026 

 

TAHAP 1: BELAJAR MANDIRI MATERI E – LEARNING 

NO TANGGAL WAKTU (WIB) MATERI DAN NARASUMBER 

1 Senin,  

22 Juni 2026 

08.30 – 10.00  Orientasi Kediklatan 

Narasumber:  

- Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI 

- Kepala Bid. Penyelenggaraan Diklat 

Zoom Meeting  

10.30 – 11.30  Pre-Test 

11.30 – 23.59  Materi 1 : Kode Etik Hakim (Kekhususan Hakim 

Niaga) 

Materi 2 : Prinsip dan Norma dalam (Kepailitan 

dan PKPU) 

2 Selasa, 

23 Juni 2026 

07.00 – 23.59  Materi 3 : Hukum Perdata (Jaminan, Hukum 

Kebendaan, Perikatan dan Hukum 

Ekonomi) 

Materi 4 : Badan Hukum 

Materi 5 : PKPU 

3 Rabu, 

24 Juni 2026 

07.00 – 23.59  Materi 6 : Cross Border Insolvensi 

Materi 7 : Hukum Acara Mengadili Permohonan 

Pernyataan Pailit dan PKPU 

Materi 8 : Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas 

dalam Kepailitan dan PKPU 

4 Kamis, 

25 Juni 2026 

07.00 – 23.59  Materi 9 : Akibat Hukum Putusan Pernyataan 

Pailit 

Materi 10 : Pengurusan dan Pemberesan Harta 

Pailit 

5 Jumat, 

26 Juni 2026 

07.00 – 23.59  Materi 11 : PERMA 4/2025 tentang OJK 

Materi 12 : PERMA 1/2026 tentang LPS 

 

Keterangan: Jadwal pelatihan tahap II akan diinfokan melalui grup whatsapp peserta. 
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